KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PERPARKIRAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa berdasarkan Papat Pimpinan Gabungan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 17
Februari 2025 telah menyepakati pembentukan 5 (lima)
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi DXKI Jakarta,
diantaranya adalah Panitia Khusus Perparkiran ;

bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam
pengelolaan perparkiran di Provinsi DKI Jakarta, maka perlu
dibahas secara lebih mendalam terkait permasalahan
perparkiran oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota J akarta;

bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 64
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dinyatakan bahwa
Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul
Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan
Musyawarah, pembentukan Panitia Khusus ditetapkan
dengan keputusan DPRD;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf
b dan huruf ¢, dipandang perlu menetapkan pembentukan
Panitia Khusus Perparkiran dengan Keputusan Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ihukota
Jakarta.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Thukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53234 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nemor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah heberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856j;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indeonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340;);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
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Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perparkiran
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomeor 204 1);

Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat
Parkir Umum yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016
Nomeor 71630);

Peraturan Gubernur Nomor 335 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola
Perparkiran (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 20616 Nomor 62232);

Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif
Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya
Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor
71013);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata
Tertib {Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2024 Nomor 11021);

1. Surat Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera {PKS) Nomor:
19/F.PKS/DPRD/NI/2025 tanggal 3 Maret 2025 hal
Penunjukan Anggota Fraksi untuk Duduk dalam Panitia
Khusus;

2. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI-Perjuangan) Nomor: 58 /IN/FPDIPERJUANGAN /DPRD-
DKI/II /2025 tanggal 4 Maret 2025 hal Usulan Nama-Nama
Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang duduk dalam
Panitia Khusus;

3. Surat Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
{Gerindra) Nomor: 23/S/FP.GRD/DPRD/11/2025, tanggal 21
Februari 2025 hal Usulan Nama-nama yang duduk dalam
Pansus DPRD;

4. Surat Ketua Fraksi Partai Nasional Demockrat (Nasdem)
Nomor: 26/SP/FN/DPRD/II/2025, tanggal 26 Februari
2025 hal Usulan Nama-Nama Anggota Pansus dari fraksi
Nasdem;

5. Surat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar] Nomor:
04.04/FPG/DPRD-DKI/II/2025 tanggal 28 Februari 2025
hal Usulan Nama Pimpinan/Anggota Fraksi Gelkar DPRD
Provinsi DKI Jakarta yang Duduk dalam Panitia Khusus;



Menetapkan

KESATU
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Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor:
26/SU.01/FPKB/DPRD-JKT, tanggal 21 Februari 2025 hal
Penunjukan Anggota Fraksi PKB yang duduk dalam Panitia
Khusus DPRD Provinsi DXI Jakarta;

Surat Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor
040/12.09/F.PAN/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 hal
Usulan Nama Anggota yang duduk dalam Panitia Khusus
dari Fraksi PAN DPRD Provinsi DKI Jakarta;

Surat Ketua Fraksi Partai Demokrat (Demokrat-Perindo)
Nomor: 11/SP/FD-PERINDO/DPRD/III/2025, tanggal 4
Maret 2025 hal Penunjukan Anggota Fraksi Demokrat dan
Perindo untuk Duduk dalam Pembentukan Pansus-Pansus
DPRD Preovinsi DKI Jakarta;

Surat Ketua Fraksi Partai Sclidaritas Indonesia (PSI) Nomor:
046/DPRD /F-PSI/A/11/2025, tanggal 28 Februari 2025 hal
Penunjukan Anggota Fraksi vang duduk dalam Panitia
Khusus;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PERPARKIRAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

: Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Perparkiran
Dewan Perweakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud, adalah sebagai

berikut :
1. JUPITER, S.E., M.M. - Ketua;
2. MUJIYONQO, SE - Wakil Ketua:
3. H. ISMAIL, S.Pd., M.H. -  Anggota;
4, Drs. H. M. TAUFIK ZOELKIFLI, M.M - Anggota;
5. H. ADE SUHERMAN, S.Kom - Anggota;
6. MUHAMMAD ALFATIH, S.Ak. - Anggota;
7. NASDIYANTO -  Anggota;
8. Ir. MANUARA SIAHAAN - Anggota;
9. WA ODE HERLINA, S.1.Kom, M.M. - Anggota;
10. BRANDO SUSANTO - Anggota;
11. SETYQOKO - Anggota;
12. ALIEF BINTANG HARYADI - Anggota;
13. H. NUCHBATILLAH, SH - Anggota;
14. NOVA HARIVAN PALOH - Anggota;
15. RADEN GUSTI ARIEF YULIFARD - Anggota;
16, ANDRI SANTOSA - Anggota;
17,  ALIA NOORAYU LAKSONO - Anggots;
18. HERI KUSTANTO - Anggota;
19. H. SUTIKNC - Anggota;
20. OMAN ROHMAN RAKINDA, S.IP., M.Bi. - Anggota;
21. BEBIZIE SRI MULYATI



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta

. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.
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22. Hj. NUR AFNI SAJIM, S.E. - Anggota;

23. WITA SUSILOWATY, S.I.LKom., M.Kom. - Anggota;

24. AUGUST HAMONANGAN, S.H., M.H. - Anggota;

25. FRANCINE EUSTACIA V.W., S.H., M.H. - Anggota;

26. AUGUSTINUS, SE, MM - Sekretaris,
bukan Anggota.

Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU :

1;

Menyiapkan jadwal kerja dan rencana kegiatan Panitia Khusus
Perparkiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

. Melakukan pembahasan, pengkajian dan pendalaman

mengenai perparkiran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja dengan

Instansi terkait;

. Melaporkan hasil pembahasan dimaksud pada angka 2, kepada

Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

: Pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum

KESATU maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2025

DEWAN PERA . LN RAKYAT DAERAH PROVINSI
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ST | KHOIRUDIN, M.Si.



